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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian pelaksanaan penagihan pajak dalam meningkatkan

pencairan tunggakan pajak yang dilakukan oleh KPP Jakarta Setiabudi

Satu, dapat disimpulkan:

1.

ada sejumlah hal yang menjadi masalah dalam pelaksanaannya
sehingga dapat menghearabat proses penagihan, yang mungkin
menjadi faktor besamya juniah tunggakan yang belum dibayarkan
oleh wajib pajak, masalah-masalah ini datangnya dari dalam
lingkungan kerja KPP Jakaria Setiabudi Satu sendiri atau disebut
hambatan internal dan datang dat wajib pajak yang memiliki
tunggakan pajak sehingga menj adi hambatan eksternal.

Diari masalah yang me:ﬁjad;& hambatan bagi kegiatan penagihan,
pihak KPP Jakarta SQetiabudi Satu berupaya mencari jalan untuk
mengatasinya, dan menerapkan strategi agar penagihan bisa
dijalankan dengan 1ebﬁ1£eiiz’ektif sehingga jumlah tunggakan yang
berhasil dicairkan his:a lebih besar dibanding tahun-tahun
sebelumnya, hal ini yang mungkin menjadi faktor meningkatnya
jumlah tunggakan pajak yang berhasil dicairkan pada tahun 2006
dengan prosentase 77.55% dibandingkan pencairan tunggakan

pajak pada tahun 2005 yang hanya sebesar 64,62%, dari kegiatan
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penagihan pajak selama 2(dua) tahun tersebut didapat jumlah
prosentase kenaikan sebesar 13,01%.

3. meningkatmya prosentase penerimaan di KPP tidak luput dari
gencarnya program pemerintah ientang peningkatan penerimaan
negara dari sektor pajak yang ditunjukkan dengan perubahan UU
No.19 Tahun 1997 yang diubah terakhir dengan UU No.19 Tahun
2000 tentang penagihan dengan Surat Paksa, terlihat pemerintah
telah memberikan perhatian terhadap kegiatan penagihan aktif,
dimane penagihan aktif menjadi jalan untuk meningkatkan

penerirnaan negara demi kesejahteraan rakyat.

Saran

Dialam usaha penagihan tunggakan pajak yang dilakukan oleh KPP
Jakarta Setiabudi Satz  tidak selalu lancar dalam pelaksanaannya
walaupun yang selarma ini dilakukan oleh KPP felah atau sudah sesuai
dengan peraturan dan undang-umdang perpajakan yang berlaku baik dari
tata cara penagihan aktif dilapangan yang sesuai dengan tahapan-tahapan
jadwal penagihan serta dipenuhinya syarat-syarat pengangkaian pejabat
sita atau juru sita.

KPP Jakarta Setiabudi Sam juga sudsh berupaya mengatasi
hambatan internal dengan cara lebih menegakkan disiplin, memperbaiki
sarana dan prasarana, menambah peugas yang kompeten dalam bidang

perpajakan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai serta mengadakan
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rapat untuk mengevaluasi kegja para pegawainya sedangkan untuk
mengatasi hambatan eksternal yang dilakukan KPP adalah memberikan
penyuluhan kepada wajib pajak serta berkerja sama dengan pihak-pihak
yang dirasa bisa membantu dalamn mencari wajib pajak yang tidak
diketahui keberadannya dan tidak lengkap identitas dirinya pihak yang
biasa diminta bantuannya seperti kanior kelurahan dan kantor kecamatan,
dari semua upaya untuk mengatasi hambatan yang dilakukan oleh KPP
sebenarnya merupakan upaya yang bagus, namun untuk mendapatkan
hasil yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan untuk kemajuan

KPP maka penulis ingin memberikan saran kepada KPP Jakarta Setiabudi

Satu, saran-saran yang bisa diberikaa adalan:

1. penyuluhan yang diberikan oleh KPP Jakarta Setiabudi  Satu
harusnya mengundang lebih banyak lagi wajib pajak dan pihak
lain, tidak hanya wajib pejak yang memiliki hutang pajak, tetapi
wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan dan pihak-pihak yang
sering membantu KPP seperii kantor kelurahan juga perlu diberi
penywuhan agar lebih mengerti dan maksimal dalam membantu
KPP, dan sebaiknya acara peayuluhan dibuat lebih santai dan
kekeluargaan agar menarik minat.

2. jumlah minimal Sura: Paksa yang harus dikeluarkan oleh setiap
juru sita sebanyak 12(dua belas) Surat Paksa per bulan sebenamya
sudah cukup untuk membanm pencairan tonggakan, tetapi untuk

menghadapi kemungkinan meningkatnya jumlah tunggakan pajak
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di tahun-tahun berikutnya, standar minimal 12(dua belas) Surat
Paksa perbulan sebaiknya dinaikkan menjedi minimal 13(tiga
belas) Surat Paksa perbulan untuk memaksimalkan penerimaan
pajak, mengingat di wilayah kerja KPP Jakarta Setiabudi Satu
semakin hari kegiatan bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya
semakin berkembang.

3. untuk meningkatkan kedi.sipﬁ_iz}an pegawai honorer, sebaiknya tidak
hanya dengan cara meningkatkan kesejabteraan dan pemberian
sanksi, tetapi juga mewajibkaon pegawai honorer untuk absen
seiiap pagi sama seperti pegawai tetap KPP,

Diharapkan seran-saran yang telah diberikan ini bisa membantu

pelaksanaan penagihan pajak dalam meningkatkan pencairan tunggakan

pajak pada KPP Jakarta Setiabudi Saw, sehingga pencrimaan untuk negara

dari sektor pajak juga ikut meningkat.
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MEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AT JENDERAL PAJAK
’ELAYANAN PAJAK JAKARTA SETIABUDI SATU

th Sdr.Direktur

T E G U R A& N

Nomeor

tata usaha kaml hingga saat ini Saudsra masih menpunyal tunggakan
sbagal berikut

iTahun | No & Tgl.STP/SKPKB/ | Tanggal | Jumlah Tunggakan
iPajak | SKPKBT/SK.Pembetulan/E Jatuh i Fajak (Ep)
4
] I i
| 1
| i

i SK.Keberatan/Putusan Tempo
' Banding *) Pembayaran |
: Rp
Jumial : Rp

encagah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan
ndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajsk dengan Surat Pakea
ana telah diubah dsngar Undang-undang HNomor 19 Tahun 2000 (UU PP3P)
inta kepada Saudara agsr melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu
puluh satu) hari sejalt diterbitkannya Surat Tegoran ini.

al Baudara telah melunasi tunggakan pajiak tersebut diataz, dimohon
dara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).
JEKARTA, 08 Nopembar 2006
4, KEPALA KANTOR A
: 'Eﬂwmnb"" ‘—“h"‘““—-

IMAM PRIBADIE

vang tidak perlu NIP, 060068519
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SURAT PAKSA

T OTTLOT s et e .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN EETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PELAY ANAMN PAJAK

inbang bahwa :

a Wajib Pajak / Penanggung Pajak UREUROURPTR OSSR RIURUPPRUROTS
P O O O L

1at TR A U IR

mggak pajak sebagaimana tercantum dibawah iai -

nis Tahun No. & Tanggal STP/SKPEB/ Jumlah tunggakan pajak
jak Pajak SKPKBT/SK Pemb/SK Keb/ (Rp)

Putusan Banding™®)

Jumlah Kp i vz e

1an. ni:

1. memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak
tersebut ke Kantor Pos dan Giro / Bank FPersepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam
waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitaluan Surat Paksa ini.
memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang
ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Pakse unfuk melakukan penyitaan atas
barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali
dua puluh empat jam Sura: Paksa ini tidak dipenuli

|52

PERBATIAN Ditetapkan di :
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU| Pada tanggal -
2324 JAM SLTELAII MENERIMA SURATL & epala Kantor
PAKSA INL
SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN
PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN
DmGAN PEN«\TI.A‘AN ....................................................

(Posal 12 Ayat (1) UU No. 19 Th. 1957) WIP

yret yang tidak perlu
JKPA 4.8-97
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DISITA

KUTIPAN BRERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG
BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK.

NOMOKR

TANGGAL

BARANG INI TERMASUIK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA
NEGARA. BARANG STAPA DENGAN SENGATA.

MEMINDAHTANGANKAN/MEMINDAHKAN HAIY/
MEMINJAMEANMERUSAK

BARANG NI DAPAT DITUNTUT BERDAS ARKAN PASAL 231 KUH PIDANA,

DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENIARA SELAMA-LAMANYA 4 {EMPAT)
TAHUN.

TURLISITA PATAK.

NIP

.5.0.23.83




BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

NOMOR = oo e
Pada hari ini oo, tanggal ............... bulen oo tahun ... ... atas kekuatan Surat
-Melakukan Penyitaan Kepala Kantor Pelayanan Pajok Jakarta Setiabud: Satu Nomor @ ... WPI. ... JKP.
..... tanggal ... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam
remilih domisili di Kantomya di ...c.oovvvo i berdasarkan
ksa yang dikeluarkan tanggal ........................ Nomor o, yang telah diberitahukan dengan resmj

Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut i bawah int, maka saya, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan

rsebut, bertempat tinggal i ..... «oooovovcevoeocoee dengan dibantu 2 (dua) orang saksi warga negara
4, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) ahun atau tetah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu ;
................................................. .. pekerjaan

.................................................... pekerjaan

:ang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan Wajih Pajuk/Penan ggung Pajak -

...................................................................................

at

slaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas batang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang
utan masih menunggak pajak sebagnimana tersebut di bawah ini -

Nomor & tangzal . R
fahun Pajak STPISKPKB/SKPKR T/ Jumlah twaggakan pajak

SK. Pembetulan/SK, Keberatan/Patusan Banding *) (Rp)

rintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebaga: berikut

itaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut :
Ienis barang bergerak : Terletak s - Taksiran harga :

..........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................



Vajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa -

; pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam wakty [4 (empal bel
itaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan pe
disita;

as) hari setelah dilaksanakan
rraintaan kepads Kanto: Lelang untuk melelang barang yang

1g yang telah disita tersebut akan dijual di muka urmnum dengan perantaraan Kantor Lel

ang, pada tanggal dan
mpat yang akan ditentukan kemudan/dijual langsung kepada pembeli.

myimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk
tempat tinggal di ... webagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut
angani berita acara dan salinan-salinannya sehagai bukti ia menerima penunjukan i,

an sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua subsi di
n-salinannya.

erta acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

itas, yang turut pula menandatangani berita acara

ak/Penanggung Pajak, Jurusita Pajak,

n Saksi :

Sdibandaltot 1S t1avariiasns sigesdzzere

[

agihan pajak yaitu
harian Jurusita Pajak dan sakst  Rp.

petjalunan B

Jumlah Rp. v
telah/belum *) dilunasi.

ng tidak perlu
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1al : Pemberian ljin Riset

Kepala KPP. Jakarta Setiabudi Satu
asuna Said Blok B Kavling 8
rta Selatan

Sehubungan dengan Surat Kajur Akuntasi Universitas Darma Persada Nomor: 241/FE-
ADAIIZ007,  tanggal 20 Maret 2007 |, perihal Parmohonan Riset, sepanjang tidak
/angkut rahasia negara, dengan ini Direkiorat Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan
rarakat memberikan ijin kepada

Nama/N.I.M © Wiwit Budiwati / 02423020
« melakukan Riset di KPP. Jakarta Setiabudi Satu pada bulan Apsil 2007,

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .
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“geagubdit Penyuluhan Perpajakan
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1. Jirektur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP
n. Kajur Akuntasi Universitas Darma Persaca

Visi Direktorat Jenderal Pajak
Menjadi model pelayanan masyarakal yang menyelenggarakan sistem dan mangjemen perpajakan kelas dunia
yang dipercaya dar dibanggakan rmasyarakat
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